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Abstrak
 

Seiring dengan berjalanya waktu dan semakin pesatnya perkembangan perjanjian jaminan fidusia, dimana

salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam lembaga pembiayaan yang berbasis syariah adalah

akad Murabahah yang merupakan salah satu produk lembaga pembiayaan yang konsepnya sama dengan jual

beli pada umumnya. Namun dalam perjalanannya, eksekusi jaminan fidusia dalam akad murabahah terdapat

banyak pelanggaran yang dilakukan penerima fidusia atau kreditur dalam menuntut prestasinya.

Pelanggaran tersebut antara lain penarikan objek jaminan fidusia secara semena ndash;mena tanpa

memperhatikan hak ndash;hak yang dimiliki debitur sebagai konsumen lembaga pembiayaan dan sebagai

pihak dalam perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian

deskriptif analitis. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil

penelitian ini membahas mengenai analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 23/Pdt.Sus-

BPSK/2015/ PN Kis dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam kaitannya dengan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kisaran

Nomor 23/Pdt.Sus- BPSK/2015/ PN Kis, putusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia karena pembuatan akta jaminan fidusia melebihi 30 hari kalender

terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Disamping itu perjanjian murabahah yang

dilakukan antara konsumen dan lembaga pembiayaan tidak sah karena terdapat unsur ketidakjelasan. Hal

lainnya tidak bisa dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia karena konsumen telah membayar 11 angsuran dari

total 12 angsuran sehingga sebagian besar objek jaminan sudah menjadi milik debitur. Selain itu dalam

proses eksekusi jaminan fidusia lembaga pembiayaan menggunakan eksternal collector yang bertentangan

dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang harus

menyertakan polisi dalam proses eksekusi jaminan fidusia agar dalam proses eksekusi sesuai dengan

undang-undang dan tidak terjadi kekerasan. Kata Kunci: Jaminan Fidusia, akad Murabahah, perlindungan

hukum<hr /> As time passes and the rapid development of fiduciary agreements, where one of the most

widely used contracts in sharia based financing institutions is the Murabahah contract which is one of the

financing institution products whose concept is the same as the sale and purchase in general. The Warranty

except in its journey, execution of fiduciary guarantee in murabahah contract have many violations

committed by fiduciary or creditor recipient in demanding of achievement. For instance, the violations

which include fiduciary object withdrawal regardless of the rights debtor as a consumer of the financing

institution and as a party to the agreement. This research is a juridical normative research with analytical
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descriptive research typology. Also, in this study, the author uses qualitative analysis methods. The results

of this study discussed the analysis of Decision of the District Court of the Range Number 23 Pdt.Sus BPSK

2015 PN Kis associated with Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection, No Chief of Police Regulation no.

8 the Year 2011 concerning the Security of Fiduciary Guarantee Execution and Government Regulation no.

21 in 2015 Regarding the Procedures for Registration of Fiduciary Guaranty and the Cost of Making

Fiduciary Collateral Deed. In relation to the analysis of the Decision of the District Court of the Range

Number 23 Pdt. Sus BPSK 2015 PN Kis, the decision is appropriate and in accordance with the provisions

of Government Regulation Number 21 of 2015 Regarding Fiduciary Guarantee Registration Procedure and

Fiduciary Guarantee Deed Making Cost fiduciary guarantee certificate exceeds 30 calendar days as of the

date of the Consumer Financing Agreement. Moreover, the murabahah agreement between the consumer

and the financing institution is not valid because there is an element of uncertainty. Among other thing

cannot be executed by fiduciary guarantee execution because the consumer has paid 11 instalments of a total

12 instalments so that most of the collateral object has become the property of the debtor. In addition, in the

process of execution of fiduciary collateral, the financial institution uses an external collector which is

contradictory to the Chief of Police Regulation Number 8 the Year 2011 concerning Security of Fiduciary

Guarantee Execution that must include the police in the fiduciary guarantee execution process. The purpose

of police involvement in the execution process is the execution of fiduciary guarantee in accordance with the

law and without violence. Key Words Fiduciary Warrant, Murabahah contract, legal protection. 


